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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka 

peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :  

1. Bahwa putusan yang dikeluarkan majelis hakim belum mewujudkan 

perlindungan dan rasa keadilan terhadap anak korban perkosaan karena 

putusan tersebut telah menjatuhkan sanksi yang ringan bagi pelaku. 

Hak korban untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi dari 

perbuatan pelaku juga tidak tercantum dalam kedua putusan tersebut 

sehingga tampak adanya pengabaian terhadap hak-hak serta nasib 

korban dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim. 

2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 

tindak pidana persetubuhan dalam perkara putusan “dengan sengaja 

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak 

melakukan persetubuhan dengannya” dalam pertimbangan hukum oleh 

hakim lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa ini 

terlihat dalam pemberian hukuman yang paling ringan berdasarkan 

Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak, seharusnya mendapat hukuman yang sesuai yang 

diatur dalam Pasal tersebut tetapi karena berbagai pertimbangan hakim 

untuk memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk bisa lebih 
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memperbaiki diri agar kelak tidak mengulangi lagi perbuatan-

perbuatan yang melanggar hukum. 

5.2 Saran 

Berdasarkan dari kesimpulan yang diuraikan peneliti tersebut di atas, maka 

peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :  

1. Bahwa kepada para orang tua diharapkan dapat lebih meningkatkan 

kewaspadaan dan pengawasan kepada anaknya karena seringnya 

terjadi tindak pidana yang tidak terduga karena adanya kesempatan 

terjadinya peristiwa kejahatan, termasuk tindak pidana pemerkosaan 

yang diawali oleh kekerasan.  

2. Diharapkan para orang tua lebih mengutamakan pendidikan anak agar 

kelak anak tersebut tidak akan terjerumus kepada hal-hal yang negatif.  

3. Bahwa para hakim dalam menjatuhkan putusan perlu 

mempertimbangkan faktor masa depan korban dan factor sosiologis 

agar putusan tersebut kedepannya dapat lebih objektif dan menjadi 

efek jera bagi yang lainnya.  
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